
BUFT\TI RAJA AMPAT
PROPINSI PAPUA BARAT

PERATIJR.AN EUPATI RAJA AMPAT

NOMOR 1 TAHUN 2O2A

TENTANG

PENI'TAPAN PENGGU NAAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI PbINGADAAN MENYELURUH (SIPENYtJ}

DENGAN RAHN4AT TUI.IAN YANG [4AHA ESA

BUPATI RA.JA AMPAT,

Menimbang: a. bahu.a penyeienggaraan pemerintahan dalam rangka
pelayanan pribl.ik memerlukan good goueffLarLce yanf. akan
menjamin transparansi, akuntabilitas, efesiensi dan e:ti.k {:ivitas
penyelenggaraan pemerintahan :

'b. bahrva untuk nieningkatkan akuntabilitas proses peirp.aclaan
barang/jasa per'lu adanl,a pemanfaatan teknologi inlnrrnasi
dan komunikasi clengan oieh jnsl.itusi pemerintahar harus
dapat mendukung penyelenggara.n pemerintahan rJengan
memperhatikan efesiensi penggunaan Aplikasi $istem
Informasi Pengadaan Menyeluruh ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diiraksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan pr:i"n-turan
Bupat.i tentang Penetapan Penggunaan Aplikasi Sistem
Informasi Pengadaan Menyeluruh (SIPtrNYU);

Mengingat :1. Pasal iB aSrat {6} Undang-Undang Dasar Negara }.ir:}rubli}<
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 2L Tahun 2001 tentang {-itonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara t"J,:publik
Indonesia Tahr:n 2001 Nomor 351, Tambahan Lr::r:baran
Negara Repuhlik indonesia Nomor 4151) sebagaimane ,.Iiltbah
dengan tJdang-r-rndang Nomor 35 Tahun 2008 pr:r:r::tapan
peraturan pemei'intah penganti undang-undang Noi-unr 21
lahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
menjadi menjacli undang-undang (Lemkraran Negara }t*pr-rblik
Indonsia Tahun 2008 Nomor ll2, Tambahan l,embaran
Negara Republik indonesia Nomor aB9$;

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2OO2 tentang Pemhr:ntnl<an
Kabuapaten Sarmi" Kabupaten Keerom, Kabupaten $orong



I

8.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19gg ientang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik h-rdonesia
'J'ahun 1999 Nomor 74, Tambahan l-embaran Negara Fcirublik
indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kci-iangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuii 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran itlegara. Republik Indr:nesia
Nomor 4286); '

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 i,*ntang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Innlcinesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomo,r a355);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforn:asi dan
Transaksi Eleklreinik (tr.embaran Negar^a Republik trnrir:nesia
Tahun 2008 N<lrrror 58, Tambahan l-embaran Negara }ti.prublik
Indonesia Nornor 4843)sebagaimana telah treber:apa kali
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahur-r 2016
tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor li I'ahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(lx:r:n]]aran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 'l"ar:rhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuli 2A14
Nomor 244, Tamtrahan Lembaran iVegara Republik lr:dr:nesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah tr:rakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahr.,rt 2A14
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara }t*publik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran hlegara
Republik Indonesja Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor l'.2 Tahun 2019 lentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Hcpublik
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarl.i.rahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomcir 4SZB)
sebagaimana telah diubah dengan {.Jndang-Undang Nornor LS
Tahun 2A79 tentang Perubahan atas Undang-Undan;4 l{ornor
12 Tahun 20i 1 ientang Pembentukan Peraturarr Perl;nriang-
undangan (Lernharan Negara Republik Indonesia Tahrirr 201g
Nomor 183, Tar"nhahan Lembaran Negara Republi}< Inijnnesia
Nomor 6398);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Erpuhlik
indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Presiclen Nomor 95 Tairun 2018 tentang $istem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (I}PBE);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2Al9 tentang Perr.qadaan
Barang/Jasa Fcrnerintah untuk Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan di Propinsi Papua dan Papua Barat ilernbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2Al9 Nomor 60);
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran64/Jasa
Pemerintah Nornor I Tahun 2018 tentang Pecloman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita
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Peraturan Menteri Dalani Negeri Repurblik indonesia Nor"nr:r 112
Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pen{adaan
BaranglJasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provirrsi dan
Kabupatenl Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 l*ntarrg
Pembentukan Produk Hukum Daera.h (Berita Negara Rl:l;uhiik
Indonesia'Iahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana teialr diubah
Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomc;" 12O
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas.Peraturan Menteri ilalarn
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prr:duk
Hukum Daerah {Berita Negaia Repui:lik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2036);

Menetapkan

]\,itrMUTUSKAN:

: PtrRATURAN iSUPATI "lllNTANG PIINETAPAN PENGC l-r l.lA.{N
APLIKASI SISTEM INFORMASI PtrI\GADAAN MENYtr]",iJ RLJH

(STPBNYU)

BAB I
KE'|ENTUAN UMUM

Pasa.l 1

Dalam Peratrlran Bupati ini yang climaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelr:rr"ggara

Pemerintahan daerah yang memimpin peiaksanaan urusan penrerir, lahan
yang menjadi kerx.enangan daerah otonom Kabupaten Raja Ampat.

3. Bupati Adalah Bupati Raja Ampat.
4. Organisasi Perangkat Daerah _vang selanjutnr*a disingkat OPD adaiah

Perangkat Daerah dilingkungan Pemer:intah Kabupaten Raja Ampal
5. Unit Ker.l'a Pengadaan Barang/Jasa yang sela"njutn1,a disingka.t IIKPBJ

adalah salah satu Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerair yang
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

6. Pengadaan Barang/Jasa Femerintah secara Elektronik adalah flroses
pengadaan barang/jasa pernerintah yang pelaksanaannya eljlillqukan
secara elektronik dan berbasis ineb/internet dengan mernanlaatkan
fasilitas teknologi inforrnasi dan komunikasi tentang perrgadaan
barang/jasa secara elektronik.

7 " Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE
adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik;

8. Sistem Pengadaan Secara trlektronikyang selanjutnya disingkai SPSE
adalahAplikasi e-Procurement yang dikembangkan melalui LKPIr untuk
digunakan oleh LPSE.

9. Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adaiah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada CPII' yang
dipimpinnya.

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya KPA adalah pejabi*t yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA rialam
melaksanakan sebagian tugils dan fungsi OPD serta untuk mengp.r.rnakan

14.

15.



13. Sistem informasi Pengadaan h4enyeluruh yang disingkat SIPENYLi aclalah
program jiang dirancang khusus untuk menginformasikan proses
pelaksanaan tender/seleksi/pengadaan langsung paket pekerja;,in. vang
diiaksanakanmelalui BPBJ.

14. Bagian Pengadaan BaranglJasa yang selanjutrrya disingkat BPB-} adalah
salah satu lingkup Sekret-ariat Daerah Kabupaten Raja Arnp;lt yang
bertugas untuk melaksanakan proses pengadaaan barang d;,,ri jasa
pemerintah dilingkungan Per:nerintah Daerah.

15. Sel<ret.ariat UKPBJ adalah personil dalam bagia"p pengadaan Barang/Jasa
yang bertugas melakukan rrerifikasi kelengkapan dokumen pererlcal:raan
pemiiihan pen-vedia serta membantu pokja pemilihan claiam
mendokumentasikan dan mengarsipkan dokumen hasil pemilitran"

16. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas dlr'l yang
digunakan untuk beroperasi didaiam suatu sistpm elektronik.

17. Password adalah kumpulan karakter yang digunakan oleh p{'ngguna
jaringan atau sistem Oper"asi multiuser untuk memverifikasi i iser ID
kepada sistem keamanan vang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersehut.

BAB II
MA}<SUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SIPENYU dimaksurlkan r-tntuk rneningkatkan kinerja peia.-vanan
pengadaan barang/jasa cli lingkune:an Pemerintah Daerah Kal:rrpat.en
Raja Arnpat.
SIPENYU bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efr:}<tifitas,
transpara.nsi, dan akr-rntabilitas dalam pelaksanaan pr:ngadaan
barangllasa di lingkungar: Pemerintah Daerah Kabupaten llaja ,a 'n pat.

BAE} IlI
T,TIKA PI'N GADAAN BARANG/ JASA

Pasal 3

PA/KPA/PPK, Pokl-a Pemiiihan/UKPBJ, Penyedia Barangf Jasa,
pengelola LPSE dan pihak terkait melaksanakan Fer:gaciaan
BaranglJasa Pemerintah secara Elektronik, sesuai etika cJan kr:teiltuan
peraturan pernndang-unclangan di bidang pengadaan bar*ng/jasa
pernerintah.
Selain etika sebagaimana r-iimaksud pada ayat (1), pA/KpA/ppH, pokja
Pemilihan/ul(PBJ, Penyedia RarangfJasa, pengelola LpStr riair pihak
terkait berkeu,ajiban:
rl. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kocler akses

yang terdiri dari user ir/. dan password;
b. menjaga kerahasiaan eian mencegah penyalahgr-rnaan data irrJr.:nrrasi

elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum;
c. menjaga sitem informasi hagian layanan pengadaan hariing/iasa

secara elektronih; dan
d. menggunakan data dan informasi yang ada cti dalam sistern riecar&

benar sesuai ketentuan.
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(2)
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sasaran yang ingin dicapai melah-ri program slpENyu antara lain:
a. proseri tender/seieksiipengaderan langsung seluruh paket lrr:;.jalan

seiesai sesuai dengan pr"osedur dan tepat,,rraktu;
b. terpantaunya status rirvayat seluruh paket pengadaan barang;,jasa;
c. terdistribusinya seluruh paket pengadaan secara proporsioirri pacla

masing-masing tim kelompok kerja sesuai clengan tar"gei rval<trr
penyelesaian tahapan;

d. mereduksl jumlah anggaran tidak terserap disebabkan keterl;rnrbata.n
dan kegagalan dalam proses pengadaan;

e. tersedianya laporan hasil perkembangan proses pengadaan, iaporan
pengawasan cian pengendalian;

f. teridentifikasinya per"masalahan. teknis ya.ng dihada;:i can
menjadikan sistem infor-rnasi sebagai meclia pengambilan kr,hljakar:
pimpinan Daerah dan kepala UKPBJ dalam proses pengadaan; <Jan

g. terdokumentasinya seluruh transaksi elekfronik.

SIPENYU sebagaimana djmaksud pada ayat (1) menggunakarr rr"ogram
aplikasi berbasis ue"lssitt: yang telah diinte:grasikan dengan riplikasi
SPStr pada LPSE Kabupaten Raja Ampat.
Jika terjadi gangguan pada jaringan internet, pengglrna dapat
memanfaatkan fasilitas bi,ddi,ng yang disediakan oleh UKPBJ untuk
menginput dan mengolah data.

Pasal 5

(1) Aplikasi SIPENYU digunakan sebagai pecloman dalam pelaksanaan
administrasi, manajemen dan olah data dokumen reoci:lna Lrrnum
pengadaan, data/dclcumen kelengkapan persvaratan
tenderf seleksi/pengadaan langsung iainnya.
selain penggunaan sebagaimana dimaksud pacla ayat {j}, r\piikasi
SIPtrNYU juga dapat digunakan untuk mengumumkan irit'r3rmasi
pengadaan.
Aplikasi SIPENYU sebagairnana dimaksud pada ayat (1) cian ;,lvat (2)
dapat digunakan oleh:
a. Kepala Daerah;
b" TAPD;
c. Pengelola sistem;
d. PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat pengadaan;
e. Sekretariat UKPBJ;
f. Kepala UKPBJ; dan
g. Admin Sistem SIPENYIJ.

BAB IV
,IATA CARA PtrNGGUNAAN APLIKASI

Pasal 6

Aplikasi SIPENYU hanya dapat digunakan oleh peiaku pnlrgguna
Perrgadaan Internal yang telah rnemiliki User ID pada SPSE {ii LPSE
Kabupaten Raja Ampat.
Untuk mendapatkan hak Akses pada sistem Aplikasi sll)FlNyu,
Pengguna Aplikasi ha::us melakukan Registrasi pada. LPSE Ka}r:paten
Raja Ampat.
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Pasal 7



c. melakukan koordinasi dan melaporkan ke admin utama di UKPBJ
Bagian Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa apabila terjadi errnrf cru.sh
pada sistem yang mengahibatkan terganggunya proses inptttl m,on.itoring
informasi.

Pasai I
Setelah PPK mendapatkan akses, PPK dapat rnengupload dai;r dan
dokumen kelengkapan / pers.r,aratan lelang ke daiam sistem.
PA/IPA/PPK melakukan kontrol terhadap proses input data clar, tryloa.d
dokumen kelengkapan lelang secara tepat waktu.
Sekretariat UKPBJ mengr-rnduh dokurnen dan kelengkapan -yalrg telah
diunggah oleh PPK dari OPD.
Tim Sekretariat UKPBJ yang clitunjuk mejak.ukan
verifikasi/pemeril<saan kelengkapan dokumen terseirut partra,,\prlika.si
SIPtrNYU.
Seteiah dokumen kelengkapan/persyaratan Tender/Selel<*i t.elah
memenuhi svarat,Tim $ei<retariat UKPBJ melalui kepala UI(IrlJ, r iJapat
menindaklanjuti, dengan menunjuk personil pokja untuk melaksii-r:akan
proses pengadaan barang/iasa.
Setelah pokja mendapatkan surat penunjukan. tnaka Cilal<u'lcal: Revir.r
dokumen bersama PPK meialui Aplikasi SIPEI{YU.
Setelah Pokja dan PPK menyepakati hasil reiriu dokumen l-.r1lcana
pelaksanaan pemilihan dilan3'utkan proses peregadaan barang/ja*rr pada
Aplikasi SPSE.
Seiuruh pengguna Aplikasi SIPENYU dapat memonitoring dan rvaluasi
hasil Tender setelah Pt'I( rnengupioad doi<umen kontrak/,$l:'i{ rlan
mengupload berita acara serah terima hasil pekerjaan.

Fasal 9

(1) Informasi yang diperoleh r"r'reialui sistem terbagi sesuai dengan hr:ir akses
pengguna aplikasi;

t2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. informasi data pengadaan;
b. informasi trPK;
c. infor:masi Po(a;
d. informasi tahapan proses pengadaan;
e. informasi hasil lelang;
f. dokumentasi kontrak/SPK,berita acara selesai pekerjaan dar-, i:erita

acara serah terima hasil pekerjaan;
g. rekapitulasi Tenaga Ahli; dan
h. rekapitulasi Peralatan Llx-ama.

Pasa.l 10

(1) Pengembangan sistem da.pat dilakukan dalarn rangka penyen:r1,)r.]rnaan

dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perurrriang

undangan.

(2) SIPENYU UKPB.I Kabupalen Raja Ampat dapat diintegrasikan d*ngan
aplikasi lain selama tidak rnenimbuikan data/output yang ganri*. atau
dapat menjamin keamanan seluruh data dan informasi yarlg i.i.:rrJapat
dalam sistem.
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BAB V
KF]TENTUAN PENUTUP

Pasal 1 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunriangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita I)aerah
Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal, 11 Februari 2$J0

BUPATI RAJA AMPAT
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di waisai
pada tanggal, 12 Februari 2O2O

StrKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Un salinan yang sah sesuai clengan aslin;,a,

iAN HUKUM,

BALAK, SH
lcl

NIP. 19870802 201104 001

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2O2A NOMOR 1


